
BUPATI KUDUS 

PROVINSI JAWA TENGAH 

PERATURAN BUPATI KUDUS 
NOMOR TAHUN 2 

TENTANG 

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KUDUs NOMOR 7 TAHUN 2015 
TENTANG POLA TATA KELOLA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH 

RSUD dr. LOEKMONO HADI KABUPATEN KUDUS 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATI KUDUS, 

Menimbang bahwa dalam rangka memberikan pedoman 

meningkatkan pelayanan 
Umum Daerah RSUD 

a. 

pengelolaan guna 
Badan Layanan 
dr. Loekmono Hadi Kabupaten Kudus, telah 
ditetapkan Peraturan Bupati Kudus Nomor 7 
Tahun 2015 tentang Pola Tata Kelola Badan 

Layanan Umum Daerah RSUD dr. Loekmono 
Hadi Kabupaten Kudus; 

bahwa dengan diundangkannya Peraturan 
Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 

tentang Badan Layanan Umum Daerah, 
Peraturan Bupati Kudus Nomor 7 Tahun 2015 
tentang Pola Tata Kelola Badan Layanan Umum 
Daerah RSUD dr. Loekmono Hadi Kabupaten 
Kudus sudah tidak sesuai lagi sehingga perlu 
diubah 

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 
dan 

C. 

dimaksud huruf a huruf b, perlu 
Bupati menetapkan 

Perubahan atas Peraturan Bupati Kudus Nomor 
7 Tahun 2015 tentang Pola Tata Kelola Badan 
Layanan Umum Daerah RSUD dr. Loekmono 
Hadi Kabupaten Kudus; 

Peraturan tentang 

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang 

Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam 
Lingkungan Propinsi Jawa Tengah; 

Mengingat 1 

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang 

Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

4286); 



Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang 

Negara 
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 

Republik 

3 
Perbendaharaan Negara (Lembaran 

5, 

Tambahan Lembaran Negara 
Indonesia Nomor 4355): 

4Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang
Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab 

Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

4400). 

5. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang 
Praktik Kedokteran (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia 4431): 

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang
Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan 
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Lembaran Negara Republik Indonesia 5038); 

7. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang
Kesehatan (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia 4431). 

Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang 
Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan 

8 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

5063); 

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang 

Sipil Negara 
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, 

Lembaran 

9 

Aparatur (Lembaran Negara 

Tambahan Negara Republik 
Indonesia Nomor 5494); 

10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran 
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, 
Tambahan Lembaran 

Negara 

Negara Republik 
Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah 
diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 9 Tahun 
Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 
23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5679): 

2015 tentang 
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11. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1996
tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 49. 
Tambahan Lembaran Republik Indonesia 
Negara Nomor 3637) 

12. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 

tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, 
dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4263): 

13. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 

tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan 

Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran 
Negara Republik 
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 
Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang 
Perubahan atas Peraturan Pemenintah Nomor 
23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan
Badan Layanan Umum (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, 
Tambahan Lembaran 

Indonesia Nomor 4502), 

Negara Republik 
Indonesia Nomor 5340); 

14. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 
tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi 
Pemerintah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4614); 

15. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 

tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 
74, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5135); 

16. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 

Pengelolaan 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 6322) 

tentang Keuangan Daerah 

17. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 

755/ Menkes/PER/JV/2011 
Penyelenggaraan Komite Medik di Rumah Sakit, 

tentang 

18. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 49 Tahun 
2013 tentang Komite Keperawatan Rumah Sakit 

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 
Nomor 1053); 
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19. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 34 Tahun 
2017 tentang Akreditasi Rumah Sakit (Berita 

Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 

1023); 

20. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 

2018 tentang Kewajiban Rumah Sakit dan 

Kewajiban 
Indonesia Tahun 2018 Nomor 416); 

Pasien (Berita Negara Republik 

21. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 47 Tahun 

2018 tentang Pelayanan Kegawatdaruratan 

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 

Nomor 1799); 

22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 

Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum 

Daerah (Berita Negara Republik Indonesia 
Tahun 2018 Nomor 1213); 

23. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 
2019 tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu 

Pelayanan Dasar pada 
Minimal Bidang Kesehatan (Berita Negara 
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 68); 

Standar Pelayanan 

24. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 30 Tahun 
2019 tentang Klasifikasi dan Perizinan Rumah 
Sakit (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 

2019 Nomor 1107): 

25. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 3 
Tahun 2016 

Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kudus 

(Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 
2016 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah 
Kabupaten Kudus Nomor 193); 

tentang Pembentukan dan 

Menteri Kesehatan Nomor 1. Keputusan 

72/Menkes/SK/VI/2002 
Peraturan Internal Rumah Sakit Hospital by 
Laws) 

Memperhatikan 
tentang Pedoman 

Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 631/ 

Menkes/SK/IV/20005 
Peraturan Internal Staf Medis (Medical Staff by 
Laws) di Rumah Sakit; 

tentang Pedoman 

3. Menteri Kesehatan Nomor Keputusan 
129/Menkes/SK/11/2008 
Pelayanan Minimal Rumah Sakit; 

tentang Standar 



MEMUTUSKAN 

Menetapkan PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS 

PERATURAN BUPATI KUDUS NOMOR 7 TAHUN 2015 

TENTANG POLA TATA KELOLA BADAN LAYANAN UMUM 
DAERAH RSUD dr LOEKMONO HADI KABUPATEN 

KUDUS 

Pasal 

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupat1 Kudus 
Nomor 7 Tahun 2015 tentang Pola Tata Kelola Badan 
Layanan Umum Daerah RSUD dr. Loekmono Hadi 
Kabupaten Kudus (Berita Daerah Kabupaten Kudus 
Tahun 2015 Nomor 7), diubah sebagai berikut. 

1. Ketentuan ayat (1) Pasal 2 diubah, sehingga berbunyi 
sebagai berikut: 

(1) RSUD beroperasi berdasarkan pola tata kelola 
atau peraturan internal, yang memuat antara 
lain: 

a. kelembagaan;

b. prosedur kerja; 

c. pengelompokkan fungsi yang logis; dan 

d. pengelolaan sumber daya manusia. 

2. Ketentuan ayat (1) Pasal 3 diubah, sehingga berbunyi 
sebagai berikut: 

Kelembagaan sebagaimana dimaksud dalam (1) 
Pasal 2 ayat (1) huruf a. memuat posisi jabatan 
pembagian tugas, fungsi, tanggung jawab, 
hubungan kerja dan wewenang. 

3. Diantara Pasal 4 dan Pasal 5 disisipkan 1 (satu) 

Pasal baru yakni Pasal 4A sehingga berbunyi sebagai 

berikut 
Pasal 4A 

RSUD berwenang dan Bupati selaku Pemilik 

bertanggung jawab 
atas kebijakan penyelenggaraan Badan Layanan 
Umum Daerah; 

a. 

b. atas kebijakan sumber daya lain yang 
diperlukan untuk menjalankan rumah sakit 
dalam memenuhi visi dan misi rencana strategis 
RSUD; dan 

melakukan penilaian secara berkala terhadap 
kinerja Dewan Pengawas, paling sedikit 1 (satu) 
kali dalam 1 (satu) tahun atau sewaktu-waktu 

apabila diperlukan.
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4 Ketentuan Pasal 20 diubah, sehingga berbuny1 
sebagai berikut. 

Pasal 20 

(1) Pemimpin BLUD RSUD bertanggung jawab 
kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. 

(2) Pejabat Keuangan dan Pejabat Teknis RSUD 
bertanggung jawab kepada Pemimpin BLUD 
RSUD 

(3) Pemimpin BLUD sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) merupakan seorang tenaga medis yang 
mempunyai kemampuan dan keahlian dibidang 
perumahsakitan sesuai ketentuan peraturan 
perundang-undangan 

5. Ketentuan ayat (1) Pasal 23 diubah, sehingga 
berbunyi sebagai berikut: 

(1) Pemimpin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 

19 ayat (1) huruf a, mempunyai tugas dan 
kewajiban sebagai berikut: 
a. memimpin penyelenggaraan kegiatan BLUD 

RSUD; 
b. mengetahui dan memahami semua peraturan 

perundang-undangan terkait denga 
sakit; 

rumah 

C. menjalankan operasional 

dengan berpedoman 
perundang-undangan; 
menjamin kepatuhan rumah sakit terhadap 
peraturan perundang-undangan; 

e. menetapkan regulasi rumah sakit; 

f. menjamin kepatuhan staf rumah sakit dalam 

implementasi semua regulasi rumah sakit 
yang telah 

bersama 
8. menindaklanjuti 

laporan pemeriksaan badan audit eksternal; 
h. menetapkan proses untuk mengelola dan 

mengendalikan sumber daya manusia serta 

keuangan 
perundang-undangan; 

i. merumuskan dan mengusulkan Rencana 
Strategis Bisnis BLUD RSUD untuk disahkan 
oleh Bupati; 
merumuskan dan mengusulkan Rencana 
Bisnis 
disahkan oleh Pejabat Pengelola Keuangan 
Daerah; 

rumah sakit 

pada peraturan 

ditetapkan dan disepakati 

terhadap semua hasil 

sesuai dengan peraturaan 

dan Anggaran Tahunan untuk 

k. mengusulkan atau memberi pertimbangan
keuangan dan 

kepada Bupati sesuai 
calon pejabat pengelola 

teknis pejabat 
ketentuan; 
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lainnya .menetapkan 
kebutuhan BLUD RSUD selain pejabat yang 
telah 

pejabat sesuai 

ditetapkan dengan peraturan 
perundang-undangan; dan 

m. menyampaikan 
jawabkan kinerja operasional serta kinerja 
keuangan BLUD RSUD kepada Bupati 

dan mempertanggung- 

6. Ketentuan Pasal 27 diubah, sehingga berbunyi 
sebagai berikut: 

Pasal 27 

melakukan (1) Dewan 

pembinaan 
pengelolaan BLUD RSUD yang dilakukan oleh 
Pejabat pengelola sesuai ketentuan peraturan 

perundang-undangan. 

bertugas pengawas 
dan pengawasan terhadap 

(2) Tanggung jawab dan kewenangan Dewan 

pengawas: 
a. menilai dan menyetujui rencana anggaran; 
b. menyetujui rencana strategis RSUD; 

mengawasi dan memnbina 
rencana strategis 

d. menyetujui 
profesional kesehatan dan dalam penelitian 
serta mengawasi kualitas program-program 

tersebut; 
e. menyetujui program peningkatan mutu dan 

keselamatan pasien serta menindaklanjuti 
laporan peningkatan mutu dan keselamatan 
yang diterima; 
mengawasi pelaksanaan kendali mutu dan 
kendali biaya; 
mengawasi dan menjaga pelaksanaan hak 
dan kewajiban pasien oleh RSUD; 

h. mengawasi dan menjaga hak dan kewajiban 
oleh RSUD; 

1. mengawasi 

RSUD, 

pelaksanaan 

diselenggarakan pendidikaan 

kepatuhaan 
etika profesi, 

etika penerapan 
dan peraturan 

Perundang-undangan; 
j.memberikan pendapat dan saran kepada 

Bupati 
Anggaran 
pengelola; 

k. mengikuti perkembangan kegiatan BLUJD 
RSUD dan memberikan pendapat serta saran 
kepada Bupati mengenai setiap masalah 
yang dianggap penting bagi pengelolaan
BLUD RsUD; 

mengenai Rencana Bisnis dan 

yang diusulkan oleh pejabat 

melaporkan kepada Bupati tentang kinerja 
BLUD RSUD; 



nasehat 

dalam 
kepada 

melaksanakan 
m. member1kan pejabat 

pengelola 
pengelolaan BLUD RSUD; 

n. melakukan evaluas1 dan penilaian k1nerja 
baik keuangan maupun non keuangan. 
serta memberikan saran dan catatan 
penting untuk ditindaklanjuti oleh Pejabat 
Pengelola BLUD RSUD: dan 

O. memonitor tindak lanjut hasil evaluasi dan 

penilaian kinerja. 

Dewan pengawas melaporkan pelaksanaan (3) 
tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1). 
kepada Bupati secara berkala paling sedikit 1 

(satu) kali dalam 3 (tiga) bulan atau sewaktu- 
waktu apabila diperlukan. 

Pasal II 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 
diundangkan. 

memerintahkan Agar setiap orang mengetahuinya,
pengundangan Peraturan Bupati ini dengan 
penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kudus. 

Ditetapkan di Kudus 

pada tanggal . hei 

Plt. BUPATI KUDUS 

WAKIL BUPATI, 

HARTOPO 

Diundangkan di Kudus 

pada tanggal Jui -

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KUDUUs 

Falla 
SAM'ANI INTAKORIS 

BERITA DAERAH KABUPATEN KUDUS TAHUN NOMOR 
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